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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai pelanggaran
kode etik dalam kasus salah tembak oleh polisi di Polres Jombang dalam
perspektif UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Hukum Islam. Penelitian
ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai; pertama, bagaimana bentuk
pelanggaran kode etik kepolisian di Polres Jombang dalam kasus salah tembak
menurut UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kedua, bagaimana bentuk
sanksi terhadap Pelanggar Kode Etik Kepolisian. Ketiga, Tentang analisis hukum
Islam terhadap sanksi pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah
tembak di Polres Jombang.

Data penelitian ini dihimpun melalui studi dokumen, interview dengan
pihak Kepolisian Polres Jombang yang menangani kasus tersebut, yang
selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa oknum polisi Bripka M.Saiful Anam
berniat melerai tawuran yang terjadi dalam sebuah acara pernikahan yang dihibur
dengan alunan musik orkes, sehingga oknum polisi tersebut mendekati ke
sekrumunan penonton yang tawuran dengan membawa senjata, dan kemudian polisi
tersebut jatuh karena terdesak penonton dan secara tidak sengaja senjata yang
dipegang oknum polisi tersebut meletus schingga mengenai seorang warga sipil yang
mengakibatkan kematian. Dalam hal ini oknum polisi tersebut telah melakukan
bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian, yang terdapat dalam Pcraturan
Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yakni menyalahgunakan wewenang dan juga terdapat dalam
rumusan Keputusan Kepolri No. Pol: KEP/32/VII/2003 mengenai Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Menyalahi dan menyimpang dari
prosedur tugas.

Maka berdasarkan peraturan tersebut, bentuk sanksi pelanggaran Kode Etik
Kepolisian ini akan dikenai hukuman berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman
disiplin berupa : Pcnundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun,
Penempatan pada ruang khusus selama 21 hari, Mutasi yang bersifat demosi.
Sedangkan sanksi menurut hukum pidana Islam, pelaku pelanggaran kode etik
kepolisian dalam kasus salah tembak termasuk pembunuhan tidak sengaja dan
dijatuhi hukuman diat. Akan tetapi pihak keluarga korban menyadari
ketidaksengajaan pelaku dan memberikan maaf kepada pelaku oknum polisi tersebut,
pamun hakim memberikan hukuman kepada pelaku berupa mutasi yang bersifat
demosi dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Hal ini tergolong hukuman ¢a’ziryang merujuk pada kebijaksanaan hakim.

vi
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang hakikatnya adalah pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya haruslah dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air,
tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat saja tetapi
seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan sebagai perbaikan
tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita
kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi hambatan dari
berbagai aspek kehidupan.

Adapun salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian
adalah berkembangnya kriminalitas di dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan
dengan hal tersebut, berarti upaya pembangunan untuk mewujudkan tujuan
nasional, ternyata menghadapi kendala yang ditimbulkan oleh para pelaku
kejahatan. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini menghambat
jalannya pembangunan nasional. Adanya fenomena seperti ini, menuntut peran
aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem peradilan pidana untuk

menanggulangi kriminalitas yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan.



Organisasi yang baik bukanlah segerombol orang yang berkumpul dan
bebas bertindak semaunya, organisasi harus mempunyai aturan tata tertib,
perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul antara anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi
tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan
kreativitas tersebut statis tidak berkembang.'

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang mempunyai aturan
tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk
peraturan disiplin, kode etik maupun kode jabatan.

Peraturan itu adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit
memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna
abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap. Akan selalu ada tumpang tindih
antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih
tersebut.

Disiplin adalah kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan
komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk

meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal

! Undang-undang Kepolisian Negara (UU RI NO. 2 TH. 2002), h. 81



ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan seclaku
pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum, dan
pemeliharaan keamanan.’

Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta
membina pula karakter dan kultur baru sesuatu tuntutan reformasi, antara lain
diperlukan adanya Peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban.
Larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.

Dalam peraturan pemerintah ini di atur dengan jelas kewajiban yang
harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.
Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.
Oleh sebab itu, setiap Ankum wajib memeriksa lebih dahulu dengan sesama
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran
disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan
pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat

diterima oleh rasa keadilan.’

2 Ibid, h. 81
3 Ibid, h. 82
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Tujuan darury merupakan tujuan pokok yang harus ada demi tegaknya
kehidupan manusia baik masalah diniyah maupun duniawiyah. Apabila dariry
tidak terwujud, maka kenikmatan manusia hidup di dunia akan hilang dan akan
mendapat balasan di akhirat kelak.

Jinayah juga merupakan hukum yang disyari’atkan untuk memelihara
seluruh aspek kehidupan manusia, seperti gishash dan diyat, hukuman hudud,
hukuman fa ’zir. Sehingga dlaruriyah terkumpul dalam:’

1. Memelihara agama

2. Memelihara jiwa

3. Memelihara akal

4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta

Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, semua ketentuan dalam hukum
pidana Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk
pembalasan saja. Beberapa hal dari penelitian menyatakan bahwa penetapan
hukum pidana Islam cukup efektif dalam menekan angka kriminal.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti
tertarik untuk mengadakan peneclitian terhadap masalah “ANALISIS
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS SALAH

TEMBAK OLEH POLISI DI POLRES JOMBANG DALAM PERSPEKTIF UU

7 Hasby Ash-Shidiqy, Falsafah Hukum Islam, h. 188



NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DAN HUKUM PIDANA
ISLAM”. Tentunya spesifikasi dalam permasalahan ini tidak terlepas dari
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh polisi di Polres Jombang, yakni
sebagai pelanggaran kode etik profesi dan tindak pidana yang pelakunya akan di
berikan sanksi menurut UU tindak pidana dan UU Kepolisian serta analisis

hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka, penulis dapat

menyimpulkan rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

I. Bagaimana bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah
tembak menurut Undang-Undang Kepolisian?

2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelanggar Kode Etik Kepolisian dalam
kasus salah tembak di Polres Jombang?

3. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pelanggaran kode

etik dalam kasus salah tembak di Polres Jombang?

C. Tujuan Penelitian
1. Sebagai bahan kajian dalam memahami bentuk-bentuk pelanggaran kode etik
di kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-undang No 2 tentang
kepolisian;

2. Untuk memahami bentuk sanksi terhadap pelanggar Kode Etik Kepolisian;
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3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap kasus salah tembak

oleh polisi di Polres Jombang;

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian

yang diharapkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir
penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah bentuk
pelanggaran Kode Etik Kepolisian.

2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan
pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya
bagi fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah, serta dapat menjadi

pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.

E. Kajian Pustaka
Kajian tentang pelanggaran kode etik dalam permasalahan tindak pidana
salah tembak menurut UU Kepolisian dan analisis hukum Islam belum ada yang
membahas artinya penelitian ini bukan hasil plagiat, masalah yang berhubungan
dengan tindak pidana pembunuhan, kriminal dan penipuan sudah banyak yang
membahas, diantaranya oleh M. Saiful. Dalam tulisannya “TINDAK PIDANA

TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
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MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN DITINJAU DARI SUDUT
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM” yang
intinya membahas tentang jenis pidana yang mengakibatkan kematian sampai
dengan proses penyelesaian kecelakaan, proses penjatuhan hukuman melalui
proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan keputusan di PN, sesuai dengan
pasal 359 KUHP, sedangkan hukuman karena kesalahan dihukum dengan diat
(denda dengan uang) bagi korban dan kategori terakhir adalah hukuman fa’zir
yang menunjuk pada kebijaksanaan dari hakim.

Di pihak lain adalah Umi Kulsum.® Dalam tulisannya “PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO No. 11/Pid.B/2004/PN TENTANG
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM”. Inti dari tulisannya, ia membahas tentang
penganiayaan yang dilakukan oleh kakak terhadap adiknya. Pelaku bernama Roni
telah melanggar pasal 351 ayat | KUHP dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara.
Dalam tulisan Umi Kulsum ini termasuk dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dan
pembahasannya juga lebih ditekankan dalam hukum pidana Islam.

Sedangkan penulisan tentang pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam
kasus salah tembak oleh polisi di Polres Jombang belum ada yang membabhas,

yang spesifikasinya adalah pada bentuk pelanggaran kode etik, sanksi terhadap

® Hj. Umi Kulsum, Mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Ampel Surabaya, lulus tahun 2005 dengan judul skripsi “Putusan Pengadilan Negen Sidoarjo tentang
Tindak Pidana Penganiayaan dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”
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pelanggaran kode etik menurut Undang-Undang Kepolisian dan Hukum Pidana

Islam.

. Definisi Operasional
Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam

Kasus Salah Tembak oleh Polisi di Polres Jombang dalam Perspektif UU No 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Hukum Pidana Islam”, agar tidak terjadi

kesalahpahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap judul, maka

akan dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Pelanggaran : Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
baik itu melukai atau menghina seseorang yang
pelakunya akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya
tersebut.

Kode etik : Kode etik atau etika memiliki istilah yang sama dengan
“moral” yang berarti kesusilaan, tabi’at atau kelakuan.
Moral berarti ajaran kesusilaan, sedangkan moralitas
berarti hal yang mengenai kesusilaan.’

Salah tembak : Kesalahan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh
oknum polisi terhadap warga sipil yang mengakibatkan

kematian.

9 Burhanuddin Salam, Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral, h. 2-3
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Hukum Pidana Islam : Peraturan yang terdapat dalam ajaran Islam yang
mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had atau
ta’zir.'

Dalam studi ini peneliti memfokuskan pada permasalahan pelanggaran
kode etik dan kedisiplinan dalam kasus salah tembak serta sanksinya yang di atur

dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik

Indonesia serta analisis hukum pidana Islam.

' Djazuli, Figih Jinayah, h. 2



14

G. Metode Penelitian
Penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap polisi salah tembak
oleh warga sipil di Jombang merupakan peneclitian yang bersifat penelitian
lapangan (field research). Adapun tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian
tersebut adalah
1. Data yang dikumpulkan
a. Mengenai tindak pidana pelaku salah tembak
b. Data tentang sanksi terhadap pelaku salah tembak
c. Data-data yang berhubungan dengan tindak pidana
2. Sumber Data
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian
lapangan (fie/d research) dengan maksud untuk mendapatkan data yang
berhubungan dengan pembahasan judul skripsi. Bahan-bahan kepustakaan
yang digunakan menggunakan dua sumber data, yaitu:
1. Sumber Primer
a. Kapolres Jombang
b. SAT RESKRIM Jombang
2. Sumber-sumber Skunder
a. Undang-undang Kepolisian Negara (UU RI NO. 2 TH. 2002), Jakarta:

Sinar Grafika, 2003
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b. Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
c. Sadjijono, Etika Profesi, suatu Tela’ah Filosofis: Konsep dan
Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas, Surabaya: Alfina
Primatama, 2006
d. Buku tentang hukum pidana Islam
e. Buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan yakni
pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak
. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (fie/d
research), maka tehnik pengumpulan data menggunakan studi kasus,
yaitu menghimpun data dari data primer dan skunder yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yang kemudian
disimpulkan dan dianalisis.
a. Observasi
Suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti memperoleh
data melalui pengamatan langsung mengenai permasalahan
Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak oleh
Polisi di Polres Jombang. Dengan teknik observasi peneliti dapat
memperoleh data mengenai kapan, dimana dan faktor-faktor yang

melatar belakangi terjadinya salah tembak di Jombang.



16

b. Interview
Teknik interview adalah proses memperoleh keterangan secara
mendalam mengenai suatu kejadian (peristiwa) yang berkaitan
dengan tema yang diteliti yang berbentuk tamya jawab dengan
bertatap muka langsung antara penanya dengan narasumber atau
semacam percapakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi''
tentang pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak di Jombang.
Data utama yang mencakup identitas responden, keadaan umum
responden, jabatan responden, dan lain-lain.
c. Dokumentasi
Proses melihat sumber-sumber data dari dokumen yang ada
dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah
ditemukan bisa berbentuk segala macam bentuk informasi yang
berhubungan dengan dokumentasi dalam bentuk tertulis atau mencari
data mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, majalah atau
dokumen resmi.'” Dalam teknik dokumentasi ini penulis dapat
memperoleh data yang berhubungan dengan Kasus Pelanggaran Kode

Etik dalam kasus salah tembak di Jombang.

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 205
12 Ibid, h. 136
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4. Tehnik Pengolahan Data

a. FEditing, yaitu memilih dan menyeleksi data primer dan data skunder
dari berbagai segi, meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian,
kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan di atas
lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah
dipahami.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data primer dan data
skunder tentang cuti menjelang bebas bagi narapidana, schingga
menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun laporan penyusunan
skripsi.

5. Tehnik Analisis Data
Deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang khusus atas dasar
pengetahuan tentang hal-hal yang umum, data tentang tindak pidana
salah tembak secara umum kemudian di analisis menurut tinjauan hukum

Islam sehingga menghasilkan kesimpulan tentang bagaimana pelaksanaan

sanksi tindak pidana terhadap kasus salah tembak yang dilakukan oleh

oknum Polisi di Polres Jombang menurut KUHP, Undang-Undang

Kepolisian dan analisis hukum Islam.

Deskriptif yaitu menguraikan data-data yang menyangkut

tentang pelaksanaan sanksi tindak pidana salah tembak yang di lakukan
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oleh Oknum Polisi secara umum, untuk kemudian di analisis menurut UU

Kepolisian serta analisis hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini serta

mengarah pada tujuan yang sistematis atau berurutan, maka skripsi ini disajikan

dengan urutan sebagai berikut:

Babl

Bab Il

Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang
meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, tehnik
pengumpulan data dan tehnik analisis data, sistematika

pembahasan.

. Landasan Teori yang meliputi: pelanggaran kode etik

menurut UU Kepolisian meliputi, pengertian pelanggaran,
macam-macam pelanggaran Kode Etik, sanksi pelanggaran
kode Etik. Pembunuhan tidak sengaja menurut hukum
pidana Islam, pengertian pembunuhan tidak sengaja
menurut hukum pidana Islam, dasar hukum pembunuban
tidak sengaja, sanksi pembunuhan tidak sengaja menurut
hukum Islam. Tujuan dan hikmah disyari’atkannya hukum

pidana Islam.



Bab III

Bab IV

Bab V
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Laporan Hasil Penclitian yang meliputi: gambaran umum
lokasi penelitian yang terdiri dari profil Polres Jombang,
Visi Misi Polres Jombang, Keadaan Geografis Polres
Jombang, struktur organisasi Polres Jombang, deskripsi
kasus pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak di
Polres Jombang serta landasan hukum dalam kasus
pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak di Polres
Jombang, putusan sidang Kode Etik Kepolisian dalam kasus
salah tembak di Jombang.

Analisis yang meliputi: analisis terhadap bentuk
pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah
tembak menurut UU kepolisian No 2 Tahun 2002, analisis
sanksi pelanggar Kode Etik Kepolisian, analisis hukum
Islam terhadap sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus

salah tembak di Polres Jombang.

: Penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran-saran.



BAB II
LANDASAN TEORI
PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM KASUS
SALAH TEMBAK

A. Pelanggaran Kode Etik menurut UU Kepolisian Tahun 2002
1. Pengertian pelanggaran Kode Etik menurut UU Kepolisian

Moral merupakan landasan dan dasar dalam menjalankan atau
melahiriahkan profesi. Dalam mcnjalankan profesi agar tctap bcrada pada
kerangka nilai-nilai moral yang diperlukan menurut aturan perilaku berupa
etika. Moral menyangkut kebaikan, oleh karena itu secara sederhana moral
dapat disamakan dengan kebaikan orang atau kebaikan manusiawi.

Etika profesi adalah suatu norma yang mengatur bagaimana
seharusnya pemegang profesi menjalankan dan bertanggung jawab atas
profesinya, agar tetap bersada dalam penilaian baik sesuai penilaian obyektif
maupun umum.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Kode Etik profesi merupakan
produk etika terapan karena di hasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis

atas suatu profesi. Kodc Etik frofcsi dapat berubah dan diubah seiring dengan

20
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perkembangan ilmu pengetauhan dan teknologi sehingga anggota kelompok
profesi tidak akan ketinggalan zaman.'

Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang di
tetapkan dan di terima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau
memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan
sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.”

Menurut Liliana Tedjosaputro, di dalam pengamalan “Bhakti Dharma
Waspada”, pedoman pengamalan seseorang polisi adalah “Rasta
Sewakottama, nagara Janottama, Yana Anucasana Dharma, yaitu sebagai
berikut:

a. Mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada
Tuhan yang Maha Esa;

b. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila
dan UUD 1945, sebagai kehormatan tertinggi;

c. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD
1945 dengan tekad juang pantang menyerah;

d. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup di

dalam masyarakat sccara adil dan bijaksana;

! Abdul Kadir Muhammad, Etika profesi Hukum, h. 77
2 Sadjijono, Etika Profesi Kepolisian; Suatu Telaah Filosofis dan Implementasinya dalam
Pelaksanaan Tugas, h. 9
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e. Melindungi, mengayomi, serta membimibing masyarakat sebagai wujud
panggilan tugas pengayoman yang luhur;

Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Barthens menjelaskan
etika berasal dari bahasa yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tungggal
yang berarti kebisaaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari
ethos adalah ta etha artinya adat kebisaaan. Dari bentuk jamak inilah
terbentuk istilah etika yang oleh filsuf yunani aristoteles sudah di pakai
untuk menunjukkan filsafat moral.>

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika memperhatikan
atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan
keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal
budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau
kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.*

Sedangkan istilah hukum kepolisian adalah istilah majemuk yang
terdiri atas kata “hukum” dan “kepolisian”. Menurut kamus kata “kepolisian”
berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Jadi
menurut bahasa “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala
sesuatu yang bertalian dengan polisi.

Dengan demikian bahwa hukum kepolisian adalah sejumlah peraturan

hukum yang mengatur hal ikhwal polisi baik sebagai tugas, fungsi maupun

3 Abdul Kadir Muhammad, Etika profesi Hukum, h. 13.
4 James J Spillane SJ, dalam Suhrawadi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, 1994, h 1.
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organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah Hukum Kepolisian
dalam arti material, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ
adalah hukum kepolisian yang formal.

Fungsi dan tugas polisi berkaitan erat dengan keamanan, dan
ketertiban, sedangkan keamanan dan ketertiban dapat terganggu oleh
berbagai sebab dan keadaan diantaranya ialah pelanggaran hukum yang
menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam istilah undang-undang kepolisian pelanggaran hukum disebut
sebagai tindak pidana. R. Soesilo menyebut tindak pidana sebagai delik.
Tindak pidana menurutnya adalah suatu perbuatan yang melanggar atau
bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh
orang yang dapat dipertanggungiawabkan.5

Dalam kitab undang-undang hukum pidana, delik dibagi menjadi dua
bagian yakni mesdrijven (kejahatan) dan overtredingen (pelanggaran).
Kejahatan adalah rechteldeliten, yakni perbuatan-perbuatan yang walaupun
tidak ditetapkan dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Telah
dirasakan sebagai onrecht atau perbuatan yang bertentangan dengan tata

hukum.® Sedangkan pelanggaran adalah wet delikten/politik on retch, yakni

26

5 R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana peraturan umum dan Delik-Delik Khusus, h.

¢ Moeljanto, Asas...., h. 71
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perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui sctelah ada
yang menentukannya.’

Pembunuhan salah tembak yang dilakukan karena tidak sengaja yang
menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini merupakan suatu tindak pidana
yang tergolong dalam kejahatan yang diatur dalam pasal 359 yang
rumusannya adalah:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana

kurungan paling lama 1 tahun.

Adapun unsur-unsur dari rumusan masalah tersebut di atas adalah:

a. Adanya unsur kelalaian (cu/pa)

b. Adanya wujud pebuatan tertentu

c. Adanya akibat kematian orang lain

d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat
kematian.

Pelanggaran pidana yang tidak di sengaja sehingga menyebabkan
orang lain mati mengandung tiga unsur, yakni unsur adanya wujud perbuatan,
mengakibatkan kematian dan terdapat hubungan kausal antara wujud
perbuatan dengan kematian. Tiga unsur ini tidak berbeda dengan unsur

perbuatan menghilangkan nyawa dan pembunuhan (338). Perbedaannya

dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yakni pada

7 Ibid.



25

pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa),
sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Perbuatan tertentu, tidak terbatas pada wujud dan caranya, misalnya:
menjatuhkan balok, menembak, memotong pohon, menjalankan mobil, yang
dari perbuatan itu ada orang mati.

Whujud perbuatan itu dapat berupa perbuatan aktif, dan dapat juga
berupa perbuatan pasif, misalnya penjaga palang kereta api, karena tidur ia
lupa menutup palang pintu ketika kereta api lewat, sehingga mengakibatkan
bus tertabrak oleh kereta api dan banyak orang yang mati.

Adapun unsur culpa atau kurang hati-hati dalam kejahatan 359 adalah
bukan ditujukan pada kurang hati-hatiannya perbuatan, tetapi di tujukan
pada akibat. Mengenai unsur kelalaian dalam pasal 359 dalam perkataan
karena kesalahannya di rasa kurang pas, karena sudah menjadi istilah dalam
hukum bahwa kesalahan adalah lebih luas pengertiannya dari pada kclalaian,
karena kelalaian itu adalah bagian dari kesalahan.

. Dasar Hukum Pelanggaran Kode Etik menurut UU Kepolisian

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas
Kepolisian Ncgara Republik Indoncsia sebclum undang-undang ini berlaku
adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 No 81), tambahan

Lembaran Negara Nomor 3710 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang



26

Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara
(Lembaran Negara Tahun 1961 No 245, tambahan Lembaran Negara No
2289).

Undang-undang No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan,
peranan dan tugas, serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi
rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada UU
No 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 No 51,
tambahan Lembaran Negara No 3234 sebagaimana telah diubah dengan UU
No 1 tahun 1988 (lembaran Negara Tahun 1988 No 3, tambahan Lembaran
Negara No 3368), dan UU No 2Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 No 4,
tambahan Lembaran Negara No 3369) schingga watak militernya masih
terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap
perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan
penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode

Etik Kepolisian yang mengalir dari Falsafah Pancasila.
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Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini
menampung tentang pengaturan keanggotaan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU No 43 Tahun 1999 tentang
perubahan atas UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 No 168, Tambahan Lembaran Negara No
3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak kepegawaian,
maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan
Umum.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, di adakan
penggantian atas Undang-undang No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan
kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga
mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian
nasional, bantuan dan hubungan, serta kerjasama dengan berbagai pihak, baik
di dalam maupun di luar negeri.

. Macam-macam Pelanggaran Kode Etik menurut UU Kepolisian

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas yang berkaitan dengan etika

diatas, Bartens sebagaimana di kutip oleh Abdul Kadir Muhammad,

memberikan tiga arti etika sebagai berikut :
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- Etika di pakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya. Arti ini dapat juga di sebut sistem nilai dalam hidup manusia
perseorangan atau hidup bermasyarakat

- Etika di pakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang di maksud
disini adalah Kode Etik.

- FEtika di pakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti
etika disini sama dengan filsafat moral.®

Ketentuan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang

No.2/2002 pasal 34 & 35 kemudian di wujudkan melalui Kep. Kapolri

No.Pol. : KEP/01/ VII/2003, tentang Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Kode Etik ini adalah merupakan pedoman

perilaku dan moral bagi anggota polri bagi anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian,

yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas

hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan
penyalahgunaan wewenang. Kode Etik profesi Kepolisian adalah merupakan

kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya

8 Abdul Kadir Muhammad, Etika profesi Hukum, h. 14
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bersifat Normatif Praktis sehingga dapat digunakan untuk menilai kepatuhan

dan kelayakan tindakan dari segi persyaratan teknis profesi .

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika

Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan, yang pengertiannya adalah :

a)

b)

Etika pengabdian; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat. Etika Pengabdian pada Kode Etik
Profesi Kepolisian di jabarkan dalam pasal 1 s/d 7.

Etika kelembagaan; merupakan komitmen moral setiap anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang
menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan
lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan
kehormatannya. Etika Kelemagaan dijabarkan pada pasal 8 s/d 12

Etika kenegaraan; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap
netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan
dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Etika Kenegaraan ini dijabarkan pada pasal 13 s/d 16.

Kode Etik Profesi Kepolisian (KEP. Kapolri No. : KEP/01/VII/ 2003)

yang baru ini lebih operasional dibanding dengan Kode Etik Profesi
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sebelumnya (Kep Kapolri No. : Kep/04/111/2001 dan Kep/05/11/2001) , hal ini
dikarenakan pada Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru masing-masing
bentuk etika (Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan) diatur perilaku-
perilaku yang Etis dan yang tidak Etis lebih rinci, sehingga ada batasan jelas
yang dibakukan, selain itu juga diatur pula bentuk sanksinya dan cara
pencgakannya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga Negara yang bertugas
untuk mengawasi dan menilai, sejauh mana tugas yang diemban olch
Kepolisian sudah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Disamping diperlukan juga peran serta masyarakat dalam
memberikan masukan dan kritik membangun tentang kinerja Kepolisian.
Sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat terhadap Kepolisian
dapat terwujud, dan sebaliknya polisi dapat menunjukan hasil kerjanya
sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara ketertiban.

. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik menurut UU Kepolisian

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring
dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia,
globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah
melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi,
wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan
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masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat
yang dilayaninya.

Kita mengakui bahwa tugas-tugas kepolisian sangat berat karena
kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sekarang tidak mengenal
waktu, tempat maupun korbannya lagi. Akan tetapi kejahatan itu sudah
menjadi bagian dari sisi kehidupan masyarakat yang harus dijalani.

Masyarakat sangat berharap bahwa kepolisian bisa menjadi milik
masyarakat sebagai penjaga di garis depan dalam memberikan keamanan dan
ketertiban, hal perlu di atur dengan suatu peraturan perundang-undangan,
yakni Undang-undang Kepolisian Negara (UU RI No 2 Tahun 2002).
Berkaitan dengan masalah pelanggaran di tubuh kepolisian sendiri yakni
pelanggaran terhadap Kode Etik profesi dan kedisiplinan dapat dirumuskan
pada pembinaan profesi
Pasal 35
(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 2

Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah:
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Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan

Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin

Pasal 9 ayat b,edan g

Hukuman disiplin berupa:

(b) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

(e) Mutasi yang bersifat demosi;

(g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan

penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik

berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan amanat dan harapan

warga masyarakat.

B. Pembunuhan Tidak Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Pembunuhan Tidak Sengaja menurut Hukum Pidana Islam
Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan
kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau
nonfisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan
terhadap harta benda lainnya, di bahas dalam jinayah.
Jinayat merupakan bentuk jamak dari kata jinayah yang asal katanya
adalah jana, yakni yang artinya memetik, seperti memetik buah dari pohon.’

Pengertian secara khusus ialah suatu perbuatan yang diharamkan."®

? Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 10 h. 7
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Secara terminologi beberapa ulama mengartikan jinayah sebagai
berikut:

Sayyid Sabiq dalam bukunya figh sunnah mengatakan bahwa Jinayah
menurut tradisi Islam ialah semua perbuatan yang dilarang syari’at untuk
melakukannya. Perbuatan tersebut harus dihindari, sebab dapat menimbulkan
bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta
benda."’

Menurut Abdul Qadir al-Audah dalam bukunya Tasyri’ al-Jina’i al-
Islani, jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syari’at, yang mana
perbuatan tersebut berkaitan dengan jiwa, harta benda, dan sebagainya.'2

Beberapa ulama menyebutkan jingyah dengan istilah jarimah antara
lain Al-Mawardi, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich
bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang
diancam oleh Allah dengan hukuman had atau 72 zir."

Dari kata jarimah dan jinayah dapat ditarik satu pengertian yaitu
segala perbuatan manusia yang dilarang oleh syara’, yang mana perbuatan
tersebut akibatnya akan berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kehormatan,
dan harta benda. Apabila perbuatan terlarang tersebut dilakukan maka akan

dikenakan sanksi berupa had, ta’zir, gisas, dan diat.

19 Abdul Qadir Audah, Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, h. 4

" Sayyid Sabiq, Fikih ..., h. 7

12 Abdul Qadir Audah, Tasyri’...., h. 4

13 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, h. 2
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Suatu perbuatan dinamai jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana
atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang
lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda,
keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain
yang harué dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi yang
menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu Jarimah
adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada
orang lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda)
maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman,
harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses,
perbuatan, atau cara membunuh.'* Sedangkan pengertian membunuh adalah
5

mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.'

Dalam bahasa Arab, pembunuhan di sebut 58 berasal dari kata J&@
yang sinonimnyan bl artinya mematikan.'s

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai
berikut:

Tl el s a3 £ (37) AT Lo AR 4y U1575% Sl oy Und b N

14 Anton M. Moeliono, et, al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 138
'S Ibid, h. 138
16 Tbrahim Unais, et., Al-Mu’jam Al-Wasith, Juz II, h. 715
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Artinya: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan
kehidupan yakni pembunuban itu adalah menghilangkan nyawa
manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain."’

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan
adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan
hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun
tidak sengaja.

Pembunuhan tidak sengaja (qatlu ghairul amdi) menurut Sayyid Sabiq
adalah sebagai berikut:

f Vi a0 oS Alkd A U GRAL Jai of b LN (N
Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukalaf
melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti
menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi
kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan
membunubnya.'®

Pembunuhan karena tidak sengaja (kealpaan/kesalahan) sama sekali
tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan
tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hatian atau kelalaian
dari pelaku. Perbuatan yang disengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan

mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul

suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku

17 Wahbah Zuhaili, A/-Figh Al-Islami wa Adillatubu, Juz V1, h. 217
' Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h. 438
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tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Untuk menjamin ketertiban dan keamanan yang berkenaan dengan
nyawa dan anggota badan lainnya, ¢gisas dipandang lebih menjamin dari pada
jenis hukum lainnya. Seseorang akan berpikir dua kali untuk membunuh,
misalnya, kalau akibat yang akan dia terima persis seperti apa yang dia
lakukan terhadap orang lain.

Perbedaan gisas dengan diaf merupakan bentuk hukuman bagi pelaku
jariman terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.
Adapun diat merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jariman
dengan obyek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi di lakukan tanpa
sengaja.

Pembunuhan/jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah gisas
/diat terdiri atas lima macam. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah
gisas yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja.
Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok diat, yaitu pembunuhan tidak
sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pelukaan (penganiayaan) tidak
sengaja. Disamping itu, diaf merupakan hukuman pengganti dari hukuman

gisas yang dimaafkan.'

' Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), h. 29
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2. Dasar hukum Pembunuhan Tidak Sengaja menurut hukum Pidana Islam

Pelanggaran atas nyawa/jarimah merupakan perbuatan yang

dilarang oleh syara’. Seperti halnya pembunuhan yang dilakukan dengan

tidak sengaja. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT dalam al-

Qur’an.

a. Surah An-Nisa’ ayat 92

A48 Do U U 08y U ) U 085 3 3 S
’,' %S]J.Iceﬁwu&u\s‘ A ’U‘Y“\.‘b‘uj‘m:\.’ab&y

A "L"’" vy ?ﬁ""‘o it {:‘}9 Os 08 Ols ‘L“J“ 4:‘3:) .)".)3-‘5 Z)“j}"‘
G G5 1 58 B 8 15 B L

Artinya:

(A7) CaSa Lol AT &7y 41l (0 45755

“dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(bendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang
beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuvali jika mercka (keluarga
terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir)
Yyang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka
(bendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba
sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya,
Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS An-Nisa’: 92)*°

2 1bid, h. 128
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. Surat al-Maidah ayat 45:

Oy calty Caltyy cmdly (adly (uillly Gl 3 g gile WK
Ualiad 7 Al s Hlly (s astm

Artinya: " Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga,
gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya'

. Surat Al-Baqarah Ayat 178.

’j)‘al\.\);]\ulnll uahaﬂ\(aﬂcuﬁ\_,u‘uaﬂ\l.y‘bs
;ut,u,’);.;xu&mu“ 34l e 4 e pad JOYG JBY il
I 418 @l 3 (sdie ) (ped AaaT)5 280 e L3 @b sl a3l

(YYA) adl

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema‘afan dari saudaranya, hendakiah (yang
mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yvang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian
itu adalah svatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,
Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah:
178)2

2 Ibid, h. 167
2 Ibid, h. 107
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Qisas, ialah mengambil pembalasan yang sama. gisas, itu tidak
dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang
terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar.
pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak
mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah
membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-
nangguhkannya apabila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan
hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh
si pembunuh setelah menerima diaf, Maka terhadapnya di dunia diambil
gisas, dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

3. Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Sengaja menurut hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan jarimah apabila unsur-
unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat umum dan
ada yang bersifat khusus. Unsur yang bersifat umum berlaku untuk seluruh
Jarimah. Sedangkan unsur yang bersifat khusus hanya berlaku untuk masing-
masing jarimah dan berbeda-beda antara jarimah yang satu dengan jarimah
yang lain.”

Menurut Abdul Qadir Audah, unsur-unsur umum untuk jarimah ada

tiga macam, yaitu unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral.2*

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isiam, h. 28
% Ibid, h. 28
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1. Unsur formal, yaitu adanya nash yang mengatur perbuatan tersebut,
setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak
dapat dihukum kecuali terdapat mask atau undang-undang yang
mengaturnya.> Unsur tersebut bisa dikenal dengan asas legalitas. Asas
legalitas dalam figh jinayah berbunyi:

o=l Y) 45 U5 855

Artinya: “Tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu

tindakan tanpa ada aturannya”*

Dari asas legalitas tersebut melahirkan asas atsarin taj’iyyun
yakni tidak adanya daya berlaku surut ketentuan hukum pidana.”’

2. Unsur materiil yaitu adalah adanya tingkah laku seorang yang
menunjukkan jarimah baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak
berbuat.?® Atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang
oleh hukum baik perbuatan tersebut dilarang atau meninggalkan
perbuatan yang diperintahkan.” Berdasarkan unsur materiil ini terdapat
tiga sanksi hukum yakni jarimah hudud, jarimah qisas, diat serta jarimah
ta’zir>®

Dalam unsur materiil juga terdapat asas pemaafan dan asas tobat.

Asas pemaafan dan tobat menyatakan bahwa seorang yang melakukan

% Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, h. 10

% yuhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, h. 115

77 Ibid, h. 263

% Makhrus Munajat, Dekonstruksi...., h. 10

» Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, h. 116

% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...., h.10
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pidana bisa dimaafkan oleh pihak korban asalkan pelaku bertaubat.
Bentuk tobat dapat berupa pembayaran diaf, kafarat atau bentuk lain
yakni bertobat kepada Allah SWT.*!

3. Unsur moral adalah pelaku jarimah dapat dimintai pertanggungjawaban
atas pe:rbuatannya.32 Di dalam unsur moral terdapat beberapa asas yaitu:
pertama, adamur uzir mengatakan bahwa tidak dapat diterima pernyataan
seseorang bahwa ia tidak tahu hukum; kedua, raful galam, menyatakan
bahwa hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dapat
digugurkan dengan alasan nash di bawah umur, orang yang sedang tidur
dan orang gila; ketiga, a/-khata’ wa nisyan. Mengatakan bahwa orang
tidak dapat dituntut perbuatan pidananya apabila karena kesalahan
ataupun kealpaan; keempat, sugit al-ugubah, menyatakan bahwa sanksi
hukuman gugur karena pelaku sedang menjalankan tugas atau karena
terpaksa.*?

4. Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja menurut Hukum Pidana Islam
Hukuman pokok bagi jarimah ini adalah gisas, namun pelaksanaannya
sulit untuk dilaksanakan. Menurut jumhur ulama fuqoha selama hal itu

memungkinkan, maka harus diusahakan agar tetap terlaksana. Dan apabila

3 Jyuhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, h. 116
32 Makhrus Munajat, Dekonstruksi...., h. 10
% Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, h. 116-117
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benar-benar tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka hukuman gisas
diganti dengan hukuman drat.

Hukuman untuk jarimah gisas sama dengan hukuman yang lain, yaitu
merupakan hak penguasa Negara. Akan tetapi realisasinya diadakan
pengecualian, yaitu pelaksanaan hukuman gisas ini diperbolehkan dengan
sepengetahuan atau persetujuan korban atau walinya. Hal ini berdasarkan

kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 33
(YY) shate IS A8 Ji 3 L yiad U Ul 45 Ul 38 o gl s 5y

Artinya: “Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami
telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah
ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Al-Isra’ 33)**

Para fuqaha telah sepakat, bahwa wali korban bisa melaksanakan
dalam gisas dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan
penguasa, sebab pelaksanaanya memerlukan ketelitian dan jangan sampai
berlebihan. Apabila hukuman gisas dilaksanakan tanpa kehadiran petugas
Negara maka hukuman gisas tetap terjadi (berlaku), namun orang yang
melaksanakannya tetap dianggap melanggar hukum dan ia harus dikenakan
ta’zr.

Dari paparan tersebut diatas maka dapat dikemukan, bahwa wali

korban tidak ada halangan untuk melaksanakan hukuman gisas sendiri,

3 Departemen Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemahnya h. 127
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apabila menurut pandangan penguasa Negara, ia mampu melaksanakannya.
Tetapi apabila ia dipandang tidak mampu maka ia harus mewakilkan kepada
orang yang memang ahli dan ditugaskan sebagai pelaksana hukuman.

Oleh karena pelaksanaan hukuman g¢isas dan juga fudud merupakan
kepentingan umum maka tidak ada halangannya bagi penguasa Negara untuk
mengangkat orang-orang yang ahli sebagai eksekutor dengan diberi imbalan
upah atau gaji dari kas Negara atau baitul mal. Apabila wali korban tidak
mampu melaksanakan hukuman maka petugas itulah yang mewakilinya
melaksanakan hukuman gisas tersebut.

Mengenai alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman gisas ,
tidak kesepakatan dikalangan para fugaha. Menurut imam Abu Hanifah dan
Imam Ahmad, dalam g¢isas atau jiwa, alat yang digunakan adalah pedang,
apapun alat yang dipakai oleh pelaku dalam melakukan pembunuhan.
Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi’l, dan sebagian ulama
Hambaliah, alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman gisas harus
sama dengan alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan
pembunuhan.

Penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan sebagai alat pelaksanaan
qisas didasarkan kepada pertimbangan bahwa pedang merupakan alat yang

paling cepat menghilangkan nyawa. Akan tetapi, kalau ada alat lain yang



lebih cepat membawa kematian serta lebih sedikit menimbulkan derita maka
alat tersebut boleh saja digunakan.

Untuk gisas atau sclain jiwa maka alat yang digunakan untuk
melaksanakannya adalah alat yang sesuai yang tidak akan menimbulkan
kelebihan dan menjamin ketepatan pelaksanaannya. Untuk pemotongan
telinga atau jari, alat yang paling tepat adalah pisau, karena penggunaannya
akan lebih mudah.*®

Pembunuhan/jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah qisas
/diat terdiri atas lima macam. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah
gisas yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan atau penganiayaan sengaja.
Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok diat, yaitu pembunuhan tidak
sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pelukaan (penganiayaan) tidak
sengaja. Disamping itu, diat merupakan hukuman pengganti dari hukuman
gisas yang dimaafkan.>®

Diat disamping merupakan sebuah hukuman, juga merupakan wujud
ganti rugi bagi korban. Si pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada
si korban atau ahli warisnya, dengan besar kecilnya menurut jenis jarimah
yang diperbuat. Diat dianggap sebagai hukuman, sebab seandainya djat
dihapuskan, hakim harus menggantikan hukuman itu dengan hukuman yang

lain, yaitu hukuman fa’zir. Logikanya kalau diat bukan suatu hukuman,

% Ibid, h. 173
3 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), h. 29
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hakim tidak perlu menggantinya dengan hukuman lain bila ternyata diat
dimaafkan oleh korban atau ahli warisnya. Adapun diat juga dianggap
sebagai ganti rugi dan ini mirip sebab diaf diterimakan seluruhnya bagi
korban atau keluarganya. Oleh karena itu, diaf ini merupakan perpaduan
antara sebuah hukuman dangan ganti kerugian.”’

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
Surat An-Nisa’ 92.

1 7yt B e U 5y U ) U (08 f (ol S
(AY)... 158 o ) alaf ) Al 50y Aiase

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(vang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)[334], dan
Barangsispa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman

serta membayar diat{335] yang diserahkan kepada keluarganya (si

terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah

(untuk memaatkan)... (QS An-Nisa’: 92)°®
Hukuman yang bersifat materi ini dikompirmasikan sesungguhnya
Islam meletakkan penghormatan terhadap jiwa, sehjingga tidak ada
serangpun yang menganggap remeh masalah ini.
Jarimah tidak sengaja menurut hukum pidana Islam hukumannya
adalah diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga, maka penguasa berhak

menjatuhkan hukuman 2 ’zir.

%7 Ibid, h. 30
3 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22
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Secara bahasa ta’zir merupakan mashdar (kata dasar) dari ‘azzaro
yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan,
memuliakan, membantu.*’

Ta’zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Di sebut
dengan ta’zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum
untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.
Sementara para fuqoha’ mengartikan fa’zir dengan hukuman yang tidak
ditentukan oleh al qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang
melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran
kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan
serupa. Ta’zir sering juga disamakan oleh fuqoha’ dengan hukuman terhadap
setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat.*

Dalam menetapkan jarimah ta’zir, prinsip utama yang menjadi acuan
penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota
masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah
ta’zirharus sesuai dengan prinsip syar’i.

C. Tujuan Hukum Pidana Islam
Magashid asy-syari’ah adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum

Allah. Menurut Hasbi Ash-shidiqy maksud syara’ membuat hukum baik secara

global atau terperinci adalah:

3 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, h. 248
“ Ibid, h. 250
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iy 73l AN Al 2 gelliaial iy ol G (e el e
(s 5l Jaall GGl (53 lall e peua’sl y Al
Artinya: “Mencegah Kkerusakan dari dunia manusia adalah mendatangkan
kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan
kebenaran damn keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-

tanda jalan yang harus dilalui dibadapan akal manusia’.

Dalam membuat hukum, Allah memiliki tujuan tertentu di dalamnya.
Untuk memahami hukum tersebut harus mengetahui apa tujuan dari hukum
tersebut. Dalam teks suatu hukum memiliki beberapa arti atas beberapa dasar,
yang mana dalam pemilihan arti tersebut sangatlah sulit, kecuali tujuan itu
tampak nyata di dalamnya. Sehingga wajib bagi scorang yang mempelajari
hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan pembuat hukum, serta
asbabul wurid suatu Hadits.*! Para ahli hukum Islam mengelompokkan tujuan-
tujuan tersebut sebagai berikut:

Tujuan Pertama dan utama, syariat adalah menjamin keamanan dalam
kebutuhan-kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut adalah agama, jiwa, akal
pikiran, keturunan, serta hak milik. Dalam hukum pidana, gisas dan diat
disyariatkan untuk memelihara jiwa. hukum cambuk bagi pemabuk. Disyariatkan
untuk memelihara akal, hukum rajam bagi pezina. Disyariatkan untuk

memelihara keturunan, hukum potong tangan disyariatkan untuk memelihara

harta benda. Syariat telah menegaskan ketentuan pokok yang berkaitan

! Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam,, . 18
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dengannya. Serta menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan untuk
setiap kebutuhan.

Tujuan Kedua adalah menjamin keperluan hidup. Tujuan dari hukum ini
berkaitan dengan fasilitas serta memudahkan kerja keras dan beban tanggung
jawab mereka. Keperluan ini membuat hidup masyarakat menjadi mudah dengan
menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada,*? seperti proses pembuktian dan
pemberian sanksi hukum atas pelaku kejahatan.®®

Tujuan Ketiga adalah menciptakan berbagai perbaikan, menjadikan
manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik serta menghiasi
kehidupan sosial manusia. Perbaikan ini mencakup arti kebijakan (virtues). Cara-
cara yang baik (good manner), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara
hidup.** Dalam bidang jinayah seperti tercermin adanya ketentuan yang
melarang membunuh wanita dalam keadaan perang.*

Hudid dan huqug ditetapkan untuk kaum tertentu, namun manfaatnya
bagi kaum muslim secara umum atau segolongan dari mereka semua
membutuhkannya. Keduanya juga disebut dengan istilah hududullah dan
huququllah. Seperti hukuman bagi pelaku kerusakan seperti pembunuh,

penganiaya, pezina dan sebagainya.‘“’

“2 Ibid, . 19

# yuhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, h. 102

“ Ibid, h. 20

*S Ibid, h. 103

“ Jbnu Taimiyyah, Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiytah tentang Amar Ma’ruf Nahi
Munkar, Kekuasaan Siyasah Syar’iyah dan Jihad Fi Sabilillah, h. 342
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Tujuan terbesar dari ketetapan hududullah dan huququllah adalah
menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pemimpin
berkewajiban memerintahkan masyarakat untuk menjalankan ibadah wajib dan
memberi sanksi kepada yang melanggarnya. Semua yang menolak dengan salah
satu syariat Islam yang jelas dan mutawatir, wajib diperangi.

Manusia diperintahkan untuk menjalankan semua perintah Allah dan
menjauhi larangan Allah. Bagi orang yang melanggar syar’iat Allah akan
dikenakan sanksi di dunia dan akhirat. Allah akan menjatuhkan sanksi akhirat
bagi pelanggar dan memberinya adzab di hari kiamat. Firman Allah dalam surat
ar-Rahman ayat 41:

Iy o s 53358 2 520 L)

Artinya: “Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu
dipegang ubun-ubun dan kaki mereka” (QS Ar-Rahman: 41)*

Ugubat atau disyariatkan agar manusia tidak melakukan kejahatan
merupakan perbuatan tercela yang dibenci Allah. Allah menetapkan bahwa
perbuatan tercela adalah dosa yang harus dijatuhi sanksi. Selain dijatuhi sanksi,
pelaku juga diberi kesempatan bertaubat kepada Allah.

Sanksi di dunia dapat menghapus sanksi di akhirat. Sebab uqubah
berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir). Sanksi di akhirat

akan gugur bagi pelaku, apabila pelaku sudah menjalani sanksi yang dijatuhkan

4 Departemen Agama RI, A/-Qur'an.., h. 888
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oleh pemerintah di dunia.*® Allah menciptakan syari’at lain agar perintah dan
larangan dapat terlaksana, yaitu uqubah. Seperti diciptakannya hukuman gisas
dan diat bagi yang melanggar larangan Allah. Seluruh larangan dan metode
pelaksanaan sanksinya telah ditetapkan.

Diterapkannya hukuman juga bertujuan untuk mewujudkan ketentraman
hidup individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat
merugikan masyarakat, baik hubungannya dengan jiwa, harta maupun
kehormatan. Jadi tujuan diterapkannya hukuman adalah untuk kemaslahatan
umat dan menegakkan keadilan.

Di dalam hukuman terdapat dua aspek, yakni preventif (pencegahan) dan
represif (pendidikan). Jika kedua aspek tersebut diterapkan akan timbul
kemaslahatan, yakni terbentuknya moral yang baik akan mewujudkan keamanan,
ketentraman dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sebab, jika moral
dilandasi dengan agama maka perilaku manusia akan sesuai dengan tuntutan
agama.®

Menurut Abdul Qadir Al-Audah, prinsip hukuman ada dua, yaitu
menyelesaikan permasalahan pidana dengan mengesampingkan pribadi
terpidana, memperbaiki sikap terpidana serta memberantas semua bentuk tindak
pidana. Tujuan pemberantasan tindak pidana adalah untuk menjaga stabilitas

masyarakat. Sehingga hukuman bagi pelaku tindak pidana harus sesuai dengan

48 Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi, h. 4
“ Ibid, h. 5
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kemaslahatan serta ketentraman yang dikehendaki masyarakat.”® Pada intinya

tujuan pemidanaan adalah:

1) Pembalasan, yakni setiap tindak pidana harus dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan nash. Prospcknya adalah masyarakat luas akan terlindungi dari
kejahatan. Seperti hukuman gisas yang merupakan wujud keadilan tertinggi,
sebab di dalamnya terdapat keseimbangan antara dosa dan hukuman.

2) Pencegahan kolektif. Pemidanaan bermaksud memberikan pelajaran bagi
orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Seperti orang
diharapkan tidak melakukan zina karena telah melihat pelaksanaan hukuman
dera bagi pelaku jarimah zina.

3) Pencegahan khusus. Hal ini khusus bagi pelaku pidana yang telah menjalani
hukuman diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena jera.
Selain itu aspek ini juga mengandung nilai treatment, yang mana dapat
mencegah orang melakukan tindak pidana lagi melalui penderitaan yang

dialaminya, sehingga menimbulkan kesadaran dalam menjalani pidana.’!

0 Ibid, h. 55
5! Ibid, h. 55-56
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GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Polres Jombang

1.

Profil Polres Jombang

Letak wilayah Kabupaten Jombang letak yang sangat strategis,
karena berada pada bagian tengah tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan
Arteri Primer Surabaya - Madiun dan Jalan Kolektor Malang—Babat, di
sebelah Selatan Garis katulistiwa yan berada pada koordinat 7° 24’ 01”
dan 7° 45’ 01” Lintang Selatan dan 5° 20’ 01” dan 5° 30’ 01” Bujur
Timur dengan ketinggian berada pada kisaran + 44 M diatas permukaan
laut.

Luas Wilayah Hukum Polres Jombang adalah 1.159,50 Km2 =

115,950,00 Ha atau 2,4 % luas Provinsi Jawa Timur, menurut penggunaan

terdiri dari:

a. Pemukiman : 28.679.58 Ha
b. Kawasan Industri : 104,29 Ha
¢. Tanah Persawahan : 38.066.59 Ha.
d. Tanah Pekarangan : 16.213,04 Ha.
e. Tanah Tegalan 1 12.794,59 Ha.
f. Tanah Hutan : 20.688,24 Ha.
g. Tanah Perkebunan : 10.153,39 Ha.
h. Lain - lain 1 36.058,61 Ha.
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Sambong dukuh, Dapur kejambon, Jabon, Plosogeneng dan
Sumberjo.

Kecamatan Diwek

Terdiri dari 20 Desa, yaitu :

Ds. Kayangan, Puton, Bendet, Bulurejo, Grogol, Jatirejo, Cukir,
Kwaron, Keras, Watugaluh, Pundong, Diwek, Bandung, Kedawung,
Ngudirejo, Ceweng, Balongbesuk, Pandanwangi, Brambang dan
Jatipelem.

Kecamatan Gudo

Terdiri dari 18 Desa, yaitu :

Ds. Pucangro, Kedungturi, Japanan, Blimbing, Mentaos, Sukoiber,
Sukopinggir, Gempollegundi, Tanggungan, Bugasur Kedaleman,
Gudo, Pesanggrahan, Wangkalkepuh, Krembangan, Spanyul,
Godong, Mejoyolosari dan Plumbon gambang.

Kecamatan Ngoro

Terdiri dari 13 desa, yaitu :

Ds. Jombok, Genukwatu, Rejoagung, Kauman, Ngoro, Badang,
Sidowarek, Gajah, Kesamben, Kertorejo, Sugihwaras, Pulorejo dan
Banyuarang.

Kecamatan Perak

Terdiri dari 13 desa, yaitu :



f.
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Ds. Jatiganggong, Kepuhkajang, Sumberagung, Pagerwojo, Perak,
Sembung, Glagahan, Kalangsemanding, Gadingmangu, Plosogenuk,
Sukorejo, Temuwulan dan Cangkringrandu.

Kecamatan Peterongan

Terdiri dari 14 desa, yaitu:

Ds.Peterongan, Keplaksari, Kepuhkembeng, Mancar, Tugusumberjo,
Morosunggingan, Kebontemu, Dukuhklopo, Tanjunggunung,
Bongkot, Senden, Ngrandulor, Tengaran dan Sumberagung.

Kecamatan Sumobito

Terdiri dari 21 desa, yaitu :

Ds. Plosokerep, Jogoloyo, Palrejo, Plemahan, Brudu, Badas, Nglele,
Trawasan, Sebani, Mlaras, Segodorejo, Kedungpapar, Sumobito,
Curah malang, Budugsidorejo, Kendalsari, Talunkidul, Madiopuro,
Bakalan, Gedangan dan Menturo.

Kecamatan Kesamben

Terdiri dari 14 desa, yaitu :

Ds. Kedungbetik, Kedungmlati, Watudakon, Carangrejo, Jombok,
Blimbing, Wuluh, Pojokrejo, Kesamben, Podoroto, Jombatan,
Pojokkulon, Gumulan dan Jatiduwur.

Kecamatan Mojoagung

Terdiri dari 18 desa, yaitu :

Ds. Kedunglumpang, Dukuhmojo, Karangwinongan, Kademangan,

Janti, Tejo, Gambiran, Kauman, Mojotrisno, Tegalrejo,
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Dukuhdimoro, Miagan, Mancilan, Betek, Karobelah, Murukan,
Johowinong dan Seketi.

Kecamatan Mojowarno

Terdiri dari 19 desa, yaitu :

Ds. Kedungpari, Karanglo, Latsari, Mojowarno, Penggaron,
Mojoduwur, Mojowangi, Gondek, Gedangan, Mojojejer, Japanan,
Grobokan, Rejoslamet, Selorejo, Menganto, Sidokerto, Sukomulyo,
Catakgayam dan Wringinpitu.

Kecamatan Bareng

Terdiri dari 13 desa, yaitu :

Ds. Kebondalem, Mundusewu, Pakel, Karangan, Ngampungan,
Jenisgelaran, Bareng, Tebel, Mojotengah, Banjaragung, Nglebak,
Pulosari dan Ngrimbi.

Kecamatan Wonosalam

Terdiri dari 9 desa, yaitu:

Ds. Galengdowo, Wonomerto, Jarak, Sambirejo, Wonosalam,
Carangwulung, Wonokerto, Sumberjo dan Pangklungan.

Kecamatan Tembelang

Terdiri dari 15 desa, yaitu :

Ds. Mojokrapak, Pesantren, Tampingmojo, Kalikejambon,
Kedunglosari, Kedungngotok, Gabusbanaran, Pulorejo,
Rejosopinggir, Jatiwates, Kepuhdoko, Pulogedang, Tembelang,

Sentul, Bedahlawak
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Kecamatan Ploso

Terdiri dari 13 desa, yaitu:

Ds. Tanggungkramat, Rejoagung, Losari, Ploso, Jatigedong,
Daditunggal, Gedongombo, Jatibanjar, Pagertanjung, Pandanblole,
Kedungdowo, Bawangan dan Kebonagung.

Kecamatan Plandaan

Terdiri dari 13 desa, yaitu:

Ds. Klitih, Plabuhan, Kampungbaru, Gebangbunder, Jatimlerek,
Karangmojo, Plandaan, Bangsri, Purisemanding, Tondowulan,
Darurejo, Sumberjo dan Jiporapah.

Kecamatan Kabuh

Terdiri dari 16 desa, yaitu :

Ds. Marmoyo, Tanjungwadung, Mangunan, Kabuh, Kedungjati,
Banjardowo, Karangpakis, Sumberingin, Sumbergondang, Kauman,
Munungkerep, Genengan Jasem, Manduro, Sukodadi, Pengampon
dan Sumberaji.

Kecamatan Bandar kedungmulyo

Terdiri dari 11 desa, yaitu:

Ds. Bandar kedungmulyo, Mojokambang, Barongsawahan, Kayen,
Gondangmanis, Brodot, Pucangsimo, Banjarsari, Brangkal,
Karangdagangan dan Tinggar.

Kecamatan Kudu

Terdiri dari 11 desa, yaitu :
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Ds. Sidokaton, Tapen, Bakalanruyung, Sumberteguh, Menturus,
Kedungbanjar, Made, Kepuhrejo, Bendungan, Katemas dan
Asemgede.

Kecamatan Ngusikan

Terdiri dari 11 desa, yaitu :

Ds. Keboan, Randu watang, Ngusian, Mojodanu, Sumber nongko,
Ketapang kuning, Manunggal, Kromong, Kedungbogo, Mgampel
dan cupak.

Kecamatan Jogoroto

Terdiri dari 11 desa, yaitu :

Ds. Jogoroto, Jarakkulon, Alang-alang Caruban, Sukosari, Sawiji,
Mayangan, Sumbermulyo, Ngumpul, Tambar, Janti dan Sambirejo.
Kecamatan Megaluh

Terdiri dari 13 desa, yaitu:

Ds. Megaluh, Balonggemek, Kedungrejo, Pacarpeluk, Dukuharum,
Sumberagung, Sidomulyo, Ngogri, Sumbersari, Sudimoro,

Gongseng, Balongsari, Turipinggir.

2. Visi dan Misi

a.

VISI Polres Jombang

Terwujudnya postur Polres Jombang yang profesional,
bermoral dan modemn sebagai pelindung, pengayom serta pelayan
masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan

menegakkan hukum.
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Mendukung dan mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai
kota Santri dan Beriman ( Bersih, Indah, Nyaman ) dengan
mengedepankan upaya cipta kondisi kundusif pada aspek pelayanan,
perlindungan, pengayoman masyarakat dan pembinaan Kamtibmas
melalui fungsi Kepolisian serta penegakan hukum yang menjunjung
tinggi Ham yang dipercayai dan didukung masyarakatnya.”

Misi Polres Jombang

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut
selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Jombang yang mencerminkan
koridor tugas-tugas sebagai berikut :

1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan ke pada
masyarakat sehingga merasa aman, tenteram, nyaman dan damai.

2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam
mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat / Polmas.

3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk
mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan
menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan

masyarakat.

2 Qumber data dari lampiran sprin kapolres jombang no. Pol.: sprin/ /v/ 2009 tanggal :

12 mei 2010
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Membina SDM Polres Jombang dengan dukungan sarana dan
prasarana serta anggaran yang memadai menuju Polres Jombang

yang profesional.3

3. Struktur Polres Jombang

Sturktur Polres Jombang sebagaimana terlampir:

4. Perkembangan dan Aspek Kehidupan Polres Jombang

a. Aspek Ekonomi.

1Y)

2)

Kemampuan daya saing akibat tuntutan globalisasi dengan
terjadinya pasar bebas akan memungkinkan semakin banyaknya
produk-produk asing yang membanjiri pasar domestik di Jombang,
yang dapat mengakibatkan persaingan dalam bidang perdagangan
sechingga menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dalam
bentuk tindak pidana di bidang ekonomi serta berdampak pada
banyaknya pabrik pailit sehingga banyak buruh yang di PHK,
mengakibatkan unjuk rasa dan tuntutan buruh yang tidak jarang
mengakibatkan tindak anarkhis

Sektor Riil yang belum berjalan sebagai akibat kondisi
perekonomian yang terus menurun baik mikro maupun makro
menimbulkan daya saing yang semakin sulit untuk dijadikan
indikator pengurangan pengangguran serta para pelaku usaha

belum mampu menampung tenaga kerja secara signifikan,

3 Sumber data dari lampiran sprin kapolres jombang no. Pol.: sprin/ /v/ 2009 tanggal :

12 mei 2010
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sehingga berdampak timbulnya berbagai kejahatan yang
berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

3) Lemahnya peraturan hukum di bidang tenaga kerjaan yang masih
belum menjamin sepenuhnya hak-hak buruh, sehingga
menimbulkan kerawanan dibidang perburuhan, seperti rendahnya
UMR / UMP, tidak jelasnya nilai tunjangan / pesangon, rendahnya
jaminan kesehatan dan pendidikan bagi kelvarga.

4) Masih terjadinya penyelundupan, menyebabkan terganggunya
kondisi ekonomi mikro dan melemahnya daya saing produksi
dalam negeri khususnya Jombang terhadap barang-barang illegal
di tengah kehidupan masyarakat, yang mempengaruhi tingkat
perekonomian diwilayah Jombang.

5) Fluktuasi harga minyak dunia yang mengakibatkan kenaikan harga
BBM sangat mempengaruhi ekonomi serta rawan terjadi
penyalahgunaan dan penyeleweng an distribusi BBM bersubsidi
dan non subsidi, yang merugikan keuangan negara serta rawan
unjuk rasa.

b. Aspek Keamanan.

1) Konflik horizontal yang diakibatkan dari adanya rasa fanatisme
yang sempit dengan latar belakang perbedaan kepentingan dan
juga adanya ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah yang

secara nyata tidak memihak kepada masyarakat di lapisan bawah.
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2) Kasus kriminalitas dan kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas 5 (

lima ) tahun terakhir terdata sebagai berikut :

- Gangguan Kamtibmas 5 tahun terakhir.

DATA KRIMINALITAS

NO SATKER 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
1 [ Polres Jombang 207 274 310 223 444
2 | Polsek Jombang 7 61 69
3 | Polsek Perak 4 32 21 34 45
4 | Polsek Diwek 18 30 31 39 67
5 | Polsek Gudo 8 25 23 39 46
6 | Polsek Tembelang 8 19 11 14 14
7 | Polsek M Agung 24 47 49 55 70
8 | Polsek Peterongan 35 47 43 27 40
9 | Polsek Sumobito 22 14 21 30 51
10 | Polsek Kesamben 13 38 28 25 26
11 | Polsek Ngoro 27 54 32 39 30
12 | Polsek Mojowarno 13 25 24 22 27
13 | Polsek Bareng 14 28 16 20 20
14 | Polsek Wonosalam 14 14 18 31 19
15 | Polsek Ploso 18 21 19 26 47
16 | Polsek Kabuh 13 21 10 43 38
17 | Polsek Plandaan 7 15 25 31 22
18 | Polsek Kudu 5 20 28 44 35
19 | Polsek Bandar KM 10 19 13 18 26
20 | Polsek Megaluh 14 14 7 13 17
21 | Polsek Jogoroto 7 23 26 23 38
22 | Polsek Pers Ngusikan - - - - -
JUMLAH 481 780 714 857 1191
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- Kriminalitas Yang meresahkan Tahun 2007 dibanding Tahun

2008.
JUMLAH KEJADIAN
NO | JENISKASUS 2007 2008 Trend %
L S L S L S

1 | Pembunuhan 4 4 2 2 -50 -50

2 | Curas 24 8 43 20| +79,15 +150

3 | Curat 228 150 199 145( -12,72 -3,33

4 | Curanmor 53 14 97 15| +83,02| +7,14

5 | Curwatpon 14 5 11 4 -21,43 -20

6 | Curjati 80 80 59 58| -26,25| -27.50

7 | Cur Hewan 20 7 12 1 40| -85,71

8 | Perkosaan/Cabul 21 18 16 14| -23,81| -22,22

9 | Kebakaran 12 8 3 3 -751 -62.50

10 | Anirat 39 29 30 28| -23,08 -3,45

11 | Narkoba 35 35 44 44 42571 | 425,71

12 | Upal 2 2 2 2 - -

JUMLAH 532 360 | 518 | 336 -2,63 -6,67

- Laka dan Langgar Lantas 5 Tahun Terakhir.
A

NO|  URAIAN 2004 D s T 006 | 2007 | 7068
1| MUATAN 361 217 219 419 1228
2| KECEPATAN 423 345 2 163 198
3| MARKA/RAMBU 1.100 2.509 4.058 3.809 1702
4 | SURAT?2 8.024 9.103| 10.008| 15.880] 12.836
5| PERLENGKAPAN 3.210 3.297 7.482 7.778 4.783
6| LAIN2 - - - 59 207
JUMLAH 13.118 | 15471 21.770| 28.106| 20.962




c. Aspek Agama.

1))

2)

Konflik internal agama dengan berkembangnya sekte-sekte baru
dalam agama akibat perbedaan pemaham an beragama yang
datang dari dalam dan luar negeri akan dapat menimbulkan
konflik internal berdasarkan atas keyakinan agama menyebabkan
pengrusakan maupun pengusiran terhadap kelompok masyarakat
yang berbeda aliran.

Masih adanya kelompok aliran garis keras / fanatisme dan
radikalisme agama tertentu, dapat menimbulkan aksi radikal dan
pemahaman yang keliru terhadap pemerintah sehingga

menimbulkan keresahan serta merugikan banyak pihak.

5. Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan Polres Jombang

a. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.

1)

2)

3)

Tujuan : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi kantor
kenegaraan dan kepemerintahan.

Sasaran : Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manaje
men dalam melaksanakan penyelenggaraan Kenegaraan dan
kepemerintahan.

Kegiatan :

a) Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.

b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

¢) Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran

(PNBP).
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d) Perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepolisian.

1Y)

2)

3)

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Polri yang mampu
mengemban tugas pokok Polri, baik aspek kualitas maupun
kuantitas.

Sasaran : Terwujudnya penambahan dan peningkatan kemampu an
Sumber Daya Manusia Polri dan terwujudnya pendelegasi an
kewenangan dalam rangka memangkas birokrasi serta perbaikan
pendidikan dan pelatiban.

Kegiatan :

a) Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.

b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

¢) Pengembangan kekuatan personel Polri.

d) Pengembangan kemampuan personel Polri.

c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian.

)]

2)

3)

Tujuan : Untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil,
fasilitas dan jasa.

Sasaran : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdaya an
materiil, fasilitas dan jasa, baik di bidang transportasi,
komunikasi, peralatan, markas dan perumahan.

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

b) Pemberdayaan sarana dan prasarana Polri.



66

¢) Pembangunan materiil dan fasilitas
d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.

1) Tujuan : Mewujudkan strategi keamanan dan ketertiban dalam
rangka pemeliharaan keamanan.

2) Sasaran : Terwujudnya strategi keamanan dan ketertiban serta
terwujudnya jaringan intelijen.

3) Kegiatan : Pelayanan publik atau birokrasi.

e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.

1) Tujuan : Mewujudkan pemberdayaan potensi masyarakat, agar
terdorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri.

2) Sasaran : Terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat antara
lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik,
intelektual, pengusaha, media massa, organisasi massa dan
lembaga swadaya masyarakat, antara lain melalui forum
kemitraan dan kunjungan.

3) Kegiatan : Pelayanan publik atau birokrasi.

f. Program Pemeliharaan Keamanaan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan : Mewujudkan kondisi yang dapat memberikan rasa aman,
tenteram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut, baik secara
fisik maupun psikhis.

2) Sasaran : Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayan an
masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan /
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terpusat  yang sangat  selektif, baik bersifat preemtif,
preventif maupun penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis
kejahatan yaitu kejahatan konvensional, trans nasional, terhadap
kekayaan negara dan yang berimplikasi kontinjensi.

Kegiatan : Pelayanan publik atau birokrasi.

. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

)]

2)

3)

Tujuan : Mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan peratur an
perundang — undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia (HAM).

Sasaran : Terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyele
saian perkara kejahatan konvensional, kejahatan transnasio nal,
kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang
berimplikasi kontinjensi serta terwujudnya operasi kewilayahan
dan operasi terpusat yang sangat selektif, dalam rangka
pengungkapan kejahatan dimaksud termasuk yang bersifat
preventif (efek jera) maupun bersifat preemtif.

Kegiatan : Pelayanan publik atau birokrasi.

. Program Kerja sama Keamanan dan Ketertiban.

1)

2)

3)

Tujuan : Mewujudkan dukungan dari instansi terkait dalam rangka
pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Sasaran : Terwujudnya kerja sama di bidang keamanan,
ketertiban, pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait.

Kegiatan : Pelayanan publik atau birokrasi.
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B. Deskripsi Kasus salah tembak tidak sengaja di Polres Jombang

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kronologis
terjadinya peristiwa kasus salah tembak yang dilakukan oleh oknum polisi. Isi
pokok deskripsi kasus penganiayaan berat berencana ini adalah sebagai
berikut.

Jum'at, 01 Agustus 2008 sekitar pukul 19:52 WIB, ada sebuah acara
pernikahan di Desa Batu Dagog Kecamatan kesamben Kabupaten Jombang.
Pada saat acara pernikahan tersebut di hibur dengan tontonan musik dangdut
yang dihibur dengan alunan musik elektone. Ketika penonton berjoget
terjadilah tawuran.

Kemudian salah satu Oknum polisi anggota Unit Reserse Kriminal
Kepolisian Sektor (Polsek) Sumobito bernama BRIPKA M. Saiful Anam,
“yang mana saiful ini (pelaku) termasuk masih anggota keluarga yang sedang
ikut bantu-bantu diacara tersebut” berniat melerai dengan memberikan
tembakan peringatan, tapi disini tawuran masih belum bisa berhenti.

Dengan keadaan memegang pistol, Kemudian oknum polisi tersebut
mendekati ke sekrumunan penonton yang tawuran, untuk menangkap salah
satu penonton penyebab tawuran, akhirmya oknum polisi tersebut jatuh
karena terdesak penonton dan secara tidak sengaja senjata yang dipegang
oknum polisi tersebut meletus sehingga mengenai secorang warga sipil asal
Kesamben Jombang. Korban Siswanto (24 tahun) tewas setelah sempat

dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.*

4 Wawancara dengan AIPTU Worwiyanto, Tanggal 19 mei 2010.



69

C. Landasan dan Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Polres Jombang dalam
Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Salah Tembak

Berkaitan dengan masalah pelanggaran di tubuh kepolisian sendiri
yakni pelanggaran terhadap kode etik profesi dan kedisiplinan dapat
dirumuskan pada pembinaan profesi.’

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Dan juga landasan Hukum yang dipakai oleh Polres Jombang dalam
memeriksa perkara ini yaitu terdapat dalam peraturan pemerintah Republik
Indonesia No, 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian
negara Republik Indonesia dan juga dalam Keputusan Kepolri No. Pol:
KEP/32/VI/2003 mengenai Kode Efik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Sehubungan dengan bentuk sanksi pelanggaran Kode Etik Kepolisian
yang dilakukan oleh polisi di Jombang, bentuk sanksi yang diberikan kepada
pelaku adalah Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang rumusannya adalah:

Pasal 7

Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan
pelanggaran peraturan disiplinn anggota kepolisian Negara Republik
Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin
Pasal 8

(1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.

5 Wawancara dengan AIPTU Worwiyanto, tgl 19 Mei 2010
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(2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum
untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

(a) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

(b) Mutasi yang bersifat demosi;

(c) Penempatan pada tempat khusus selama 21 hari

Secara garis besar timbulnya penyelesaian kasus salah tembak oleh
BRIPTU M. Syaiful Anam diselesaikan diluar pengadilan disebabkan faktor ~
faktor antara lain:

1. Pelaku
Dalam hal ini pelaku bertujuan akan menghindari adanya tawuran dalam
acara pernikahan keluarga pelaku dan korban.

2. Keluarga korban
Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut dengan secara damai
sehingga keluarga korban menganggap ini sebagai suatu musibah atau
halangan sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan
dengan kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban.

3. Polisi sebagai penyidik
Polisi disini memberi kebenaran kepada para pihak yaitu pihak pelaku dan
keluarga korban tentang bentuk penyelesaiannya. Dalam perkara tersebut
penyidik tetap membuka kesemgatan apabila pihak keluarga korban akan
menuntut secara hukum pidana.

. Putusan Sidang Kode Etik Tentang Pelanggaran Dalam Kasus Salah Tembak
di Jombang

Dalam memutuskan kasus pelanggaran kode etik kepolisian dalam
kasus salah tembak, majelis sidang kode etik profesi dan pengamanan

berdasarkan Pasal 6 ayat (g) undang-undang kepolisian No 2 Tahun 2002, dan

berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Selain itu

¢ Wawancara dengan AKP Drs. Heru Nur Hidayat, M.Si tanggal 21 Mei 2010.
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keputusan yang diambil oleh Sidang Kode Etik Profesi dan Pengamanan juga
berdasarkan Bukti-bukti dan saksi-saksi.

Menimbang : 1. Laporan Polisi No. Pol. : LP/...7104986 BRIDKA
SIDIQ....tanggal 03 Agustus 2008
Atas pelapor / pengadu tentang perbuatan yang
melanggar Peraturan
2. Berkas pemeriksaan perkara Pelanggaran Disiplin
No. Pol. : BPPPD / -
XTI tanggal 03 Agustus 2008
atas nama Terperiksa BRIPKA M. Syaiful Anam
beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri.
3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 43 / IX /2004
tanggal 30 September 2004 pasal 32 tentang
hukuman Disiplin dicantumkan dalam Surat

Keputusan Hukuman Disiplin.

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan, alat bukti dan Terperiksa pada
Sidang Disiplin hari...Kamis....... Tanggal; ...28
Agustus  2008......... Terperiksa cukup bukti
Melakukan Pelanggaran Disiplin...anggota
Polri...... pasal 6 ayat g................ sebagaimana
bunyi pasal ...menyalahgunakan
wewenang......... PP RI No. 2 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Hukuman Disiplin kepada
Nama : M. Syaiful Anam
Pangkat / NP : BRIPKA / NRP 71050376
Jabatan : BRIPKA
Kesatuan : Polres Jombang
Hukuman tersebut berupa

a. Penundaan hukuman usulan penundaan pangkat
(UKP) selama 1 tahun

b. Penempatan pada tempat khusus selama 21
hari

c. Mutasi yang bersifat penundaan.

(Sebagaimana bunyi pasal 9 ayat (d), (e), dan (g)

PPRI No 2 Tahun 2003)
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Demikianlah keputusan Majelis sidang Kode Etik Profesi dan
Pengamanan dalam menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam

kasus salah tembak di Jombang:



BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK DALAM KASUS SALAH TEMBAK
DI POLRES JOMBANG

Analisis Terhadap Bentuk Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam Kasus
Salah Tembak di Polres Jombang Menurut UU Kepolisian.

Untuk mewujudkan keamanan hukum pidana bertugas memberantas
segala bentuk pidana baik dengan cara represif ataupun preventif. Dan untuk
mewujudkan ketertiban hukum pidana berperan sebagai pengaruh dan juga
balasan bagi seluruh masyarakat serta menunjukkan perbuatan apa saja yang
diancam pengecualiannya. Serta sanksi yang dikenakan atas pelaku pidana
tersebut.’

Agar keadilan dapat ditegakkan maka pelaku pidana harus dihukum
atau memperoleh kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukannya
hukuman yang dijatuhkan serta berat ringannya hukuman tergantung pada
kesalahan yang dilakukan serta penyebab terjadinya perbuatan pelaku yang
bersangkutan.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis dalam Bab

I, dijelaskan bahwa pelanggaran dalam kasus salah tembak oleh oknum

! purnadi Purbacaraka, Ridwan Hakim, Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya-Jawab, h. 6
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polisi terhadap warga sipil dapat terbukti, maka harus memenuhi unsur 3
berikut ini:’
1. Ada perbuatan

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang benar
terwujud schingga kejahatan itu benar-benar terjadi. Wujud perbuatan
tersebut bermacam-macam, misalnya perbuatan mengemudi, karena
kurang hati-hati sehingga menabrak orang lain, perbuatan menembak
karena kurang hati-hatiannya schingga mengenai orang lain, dan lain
sebagainya.

2. Karena kesalahannya.

Karena kesalahannya (kealpaannya), menunjukkan bahwa
kejahatan ini berupa kejahatan kulpa. Unsur kesalahan berbentuk tidak
sengaja atau kulpa atau karena kurang hati-hati.

3. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyck hukum atau
suatu badan yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan ia
adalah pelaku dari suatu tindak pidana.

Bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak
oleh oknum BRIPKA M. Syaiful Anam terdapat dalam Peraturan Pemerintah
No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yakni:

Pasal 6 ayat g

2Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubub, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002, h. 50-51
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Dalam pelaksanaan tugas, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia
dilarang:
(g) Menyalahgunakan wewenang

Sedangkan bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus
salah tembak di Jombang juga terdapat dalam rumusan Keputusan Kepolri
No. Pol: KEP/32/VII/2003 mengenai Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Pasal 7 ayat b
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan
diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan pfofesi dan
organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:
(a) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;

Dalam pasal ini mengatur batasan-batasan minimal atas larangan

terhadap bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai penodaan

terhadap pemuliaan profesi Polri.

. Analisis Bentuk Sanksi terhadap Pelanggaar Kode Etik Kepolisian dalam
Kasus Salah Tembak di Polres Jombang

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga
bertolak pada ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi
penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat
perbuatan. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku,
sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap
perbuatan pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi

tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada



76

tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih
bersifat mendidik.”

Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi tindakan merupakan
sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus,
yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan
kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide
pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi
tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.4

Karena sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide
dasar, tujuan dan sifatnya, maka kedua jenis sanksi tersebut seyogyanya
ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan
legislasi.

Sehubungan dengan bentuk sanksi pelanggaran Kode Etik Kepolisian
yang dilakukan oleh polisi di Jombang, bentuk sanksi yang diberikan kepada
pelaku adalah Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang rumusannya adalah:

Pasal 7

Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan

pelanggaran peraturan disiplinn anggota kepolisian Negara Republik

Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin

fla)s%‘lusldakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.

(2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum
untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 9 ayat (b), (¢) dan (g)
Hukuman disiplin berupa:

3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori, h. 5
4 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi Ke Reformasi,
h. 53
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(b) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
(e) Mutasi yang bersifat demosi;
(g) Penempatan pada tempat khusus selama 21 hari

Penundaan kenaikan pangkat dalam arti ditunda usul kenaikan
pangkatnya atau ditunda pelantikan pangkatnya.

Yang dimaksud “mutasi yang bersifat demosi’ ialah mutasi yang
tidak bersifat promosi jabatan.

“Tempat khusus” yang dimaksud adalah dapat berupa markas, rumah

kediaman, ruangan tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankum

atau penjara.

. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian
dalam Kasus Salah Tembak di Polres Jombang

| Dalam sidang Kode Etik Profesi dan Pengamanan, Ankum (atasan
yang berhak menghukum) memutuskan penundaan hukuman usulan
penundaan pangkat (UKP) selama 1 tahun, serta penempatan khusus selama
21 hari dan mutasi yang bersifat penundaan kepada BRIPKA M. Syaiful
Anam pelaku Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak di
Jombang. Pelaku pembunuhan salah tembak dalam hukum pidana Islam
termasuk pembunuhan tidak sengaja yang dihukumi diaf, akan tetapi
dikarenakan pihak keluarga korban memaafkan pelaku salah tembak, maka
status hukum yang dijatuhkan kepada pelaku oknum salah tembak ini
berubah menjadi fa’zir, dengan kata lain pihak keluarga korban sudah

menerima dan mémaafkan pelaku dengan alasan bahwa pelaku melakukannya
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dengan tanpa sengaja yakni pelaku berorientasi untuk mengamankan acara
dalam pernikahan tersebut.

Dalam Islam, gisas merupakan hukuman yang paling adil sebab di
dalamnya terdapat persamaan dalam pembalasan. Selain itu tujuan
disyari’atkannya gisas termasuk dalam tujuan daruriyyah atau tujuan primer.
Jika hukuman gisas yang berkaitan dengan memelihara jiwa tidak ditegakkan
maka akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. di dalam gisas
terdapat perlindungan kehormatan darah yang bersifat kekal. Qisas
disyari’atkan oleh Allah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh hamba-hamba-Nya. Agar kebahagiaan dan kebaikan diantara mereka
dapat terwujud. Hukuman gisas dapat mengurangi kriminalitas, menghapus
dendam serta mendidik para pelaku kejahatan yang lain.

Menurut jumhur ulama fuqoha selama hukuman gisas itu
memungkinkan, maka harus diusahakan agar tetap terlaksana. Dan apabila
benar-benar tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka hukuman gisas
diganti dengan hukuman diaf, sebab pelaksanaanya memerlukan ketelitian
dan jangan sampai berlebihan.

Namun dalam kasus salah tembak oleh polisi di Polres Jombang
pelaku diharuskan membayar diat yakni berupa penundaan gaji selama 1
tahun dalam arti gaji selama 1 tahun itu diberikan kepada pihak keluarga
korban. Dengan demikian pembayaran denda harus memberatkan orang-orang
yang bersangkutan. Sehingga mereka merasa sempit, sakit dan berat, semua

hal tersebut tidak bisa dirasakan kecuali dibebankan denda yang berat yang
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menyita sebagian besar harta kekayaannya lantas hidupnya menjadi miskin
akibat pembayaran diaf tersebut. Akan tetapi dalam kasus salah tembak oleh
polisi di Polres Jombang ini tergolong pembunuhan tidak sengaja yang
mendapat maaf dari keluarga korban dengan alasan pihak keluarga korban
menerima peristiwa tersebut dengan secara damai schingga keluarga korban
menganggap ini sebagai suatu musibah schingga bersedia untuk
menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan antara pelaku dan
keluarga korban.

Oleh karena kedua belah pihak antara pelaku dengan keluarga korban
bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan, maka status hukum yang
dijatuhkan kepada pelaku tidak lagi gisas atau diaf, melainkan ta’zir.
Sedangkan hukuman fa’zir ini berupa mutasi yang bersifat demosi dan
penempatan khusus selama 21 hari yang mengakibatkan pelaku salah tembak
oleh oknum polisi di Polres jombang menjadi jera terhadap kesalahan yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal ini juga merujuk kepada
kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh hakim.

Dengan demikian tujuan disyari’atkannya hukuman pidana Islam
sebagai pencegah (preventif) dan pendidikan (represif) akan terlaksana.

Namun sebagai hukum positif di Indonesia, hukum pidana pasti
mampu untuk menciptakan ketentraman, keamanan serta keadilan di negera
Republik Indonesia ini. Sebab hukum pidana berfungsi untuk mengatur
keserasian antara individu dan kepentingan umum. Selain itu hukum pidana

dengan pasal-pasal yang ada didalamnya. Sehingga masyarakat tidak
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melakukan kejahatan seenak hatinya, mengingat ada hukum pidana yang

akan menjeratsnya dengan hukuman.



BABYV

PENUTUP

Dari berbagai uraian pembahasan dan analisis yang terdapat pada bab

sebelumnya, maka akan diberikan kesimpulan serta saran yang mungkin dapat

memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.

A. Kesimpulan

1.

Bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak oleh
oknum BRIPKA M. Syaiful Anam tergolong tindak pidana yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 6 ayat g
Dalam pelaksanaan tugas, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di
larang:
(a) Menyalahgunakan wewenang

Sedangkan bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus
salah tembak di Jombang juga terdapat dalam rumusan Keputusan Kepolri
No. Pol: KEP/32/VII/2003 mengenai Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Pasal 7 ayat b
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan
diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan pfofesi dan

organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:
(a) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
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2. Sedangkan bentuk sanksi pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan
oleh polisi di Jombang, bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

rumusannya adalah:

Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan
Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin

Pasal 9 ayat b,edan g

Hukuman disiplin berupa:

(b) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

(e) Mutasi yang bersifat demosi,

(g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

3. Sedangkan sanksi menurut hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan salah
tembak termasuk pembunuhan tidak sengaja dijatuhi hukuman diat. Akan
tetapi dari pihak keluarga korban menyadari ketidaksengajaan dan
memberikan maaf kepada pelaku oknum polisi tersebut, maka mendapat
hukuman berupa mutasi yang bersifat demosi dan penempatan dalam tempat
khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Hal ini tergolong hukuman

ta’ziryang merujuk pada kebijaksanaan hakim.

B. Saran
Dengan melihat keadaan, situasi dan kondisi dimana pelanggaran kode

etik dalam kasus salah tembak yang di lakukan oleh oknum polisis telah
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menimbulkan keresahan, ketakutan dalam masyarakat, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat
Dalam kaitannya dengan kasus ini hendaknya masyarakat
berkelakuan baik, dalam artian bisa menjaga tingkah lakunya serta menjaga
perasaan orang lain dalam kehidupan schari-hari. Dan mengedepankan sikap
tenggang rasa sebagai wujud kepedulian atas keresahan dengan semakin

meningkatnya kejahatan.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum
Situasi aman, tentram serta tegaknya keadilan merupakan harapan seluruh
masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila aparat keamanan dan penegak
hukum bertindak tegas dalam menangani dan menyelesaikan suatu perkara.
Maka, sebagai seorang penegak hukum harus bertindak seadil dan
sebijaksana mungkin, dalam arti tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur
subyektif baik secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan diri

terdakwa.
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